
BUPATI LAMPUNG SELATAN 
PROVlNSILAMPUlfG
 

PERATURAN SUPATI LAMPUlfG SELATAN
 

ROMOR \~ - TAHtJR 201S 

TERTANG 

FURGSI KOORDIRABI PARA ABlSTER SEKRETARIS DAERAH 
TERHADAP PERARGKAT DAERAH DAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH 

DERGAN RAHMAT TUHAl'l YANG MARA £SA 

SUPATI LAMPUlfG SELATAN, 

Menimbang a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas 
dibidang Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan, 
dan Administrasi maka perlu diatur kembali Fungsi 
Koordinasi Para Asisten Sekretaris Daerah terhadap 
Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal di Daerah; 

b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah 
Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan, Organisasi dan Tata KeIja Perangkat Daerah 
Kabupaten Lampung Selatan, maka perlu meninjau kembali 
Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2013 
tentang Fungsi Koordinasi Para Asisten Sekretaris Daerah 
Kabupaten Lampung Se1atan terhadap Perangkat Daerah 
dan Instansi Vertikal di Daerah sesuai dengan kondisi saat 
ini; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Fungsi Koordinasi Para Asisten 
Sekretaris Daerah terhadap Perangkat Daerah dan Instansi 
Vertikal di Daerah; 

Mengingat 1.	 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang­
Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang 
Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah 
Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah 
Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 
73, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1821); 

2.	 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 



3.	 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4.	 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4436); 

5.	 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Repubik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

6.	 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5494); 

7.	 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 

8.	 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang 
Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah; 

9.	 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4741); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 
tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat 
Daerah; 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 
Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata 
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan 
(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 
2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Lampung Selatan Nomor 06) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Larnpung Selatan Nomor 1 Tahun 2015 
(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 
2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Lampung Selatan Nomor 1; 

12. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 14 Tahun 2013 
tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat 
Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan 
Staf Ahli Bupati Lampung Selatan. 



MEMUTUBKAlf : 

MenetapJam	 PERATURAN SUPATI TENTANG FUNGBI KOORDINASI 
PARA ABIBTEN BEKRETARIB DAERAH TERHADAP 
PERANGKAT DAERAH DAN INBTANBI VERTIKAL DI 
DAERAH. 

BAH I 

KETENTUAN UMUM 

Pual 1 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 
1.	 Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan. 
2.	 Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah 

sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah 
Kabupaten Lampung Selatan. 

3.	 Bupati adalah Bupati Lampung Selatan. 
4.	 WakH Bupati adalah Wakil Bupati Lampung Selatan. 
5.	 Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Lampung Selatan. 
6.	 Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 

Lampung Selatan. 

7.	 Asisten Sekretaris Daerah adalah Asisten Sekretaris 
Daerah Kabupaten Lampung Selatan yang terdiri dari 
Asisten Bidang Pemerintahan, Asisten Bidang 
Perekonomian dan Pembangunan, Asisten Bidang 
Kesejahteraan Rakyat, serta Asisten Bidang Administrasi 
Umum. 

8.	 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang 
selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung 
Selatan, 

9.	 Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Lampung 
Selatan. 

10.	 Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah 
Kabupaten Lampung Selatan yang berbentuk Badan dan 
Kantor. 

11.	 Lembaga Lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah 
adalah Lembaga Lain sebagai Bagian dari Perangkat 
Daerah Kabupaten Lampung Selatan yang berbentuk 
Badan Pelaksana dan Sekretariat. 

12.	 Bagian adalah Bagian pada Sekretariat Daerah 
Kabupaten Lampung Selatan, 

13.	 Instansi Vertikal di daerah adalah Instansi milik 
Pemerintah Pusat yang berada di Kabupaten Lampung 
Selatan. 



BABfi
 
KOORDIHASl
 

Pual 2 

Para Asisten yang bertugas membantu Sekretaris Daerah 
dalam melaksanakan kewajibannya, membawahi dan 
mempunyai fungsi koordinasi sebagai berikut : 

a.	 ASISTEH BWANG PEMERIHTAlIAN : 
1.	 Membawahi: 

a.	 Bagian Pemerintahan; 
b.	 Bagian Otonomi Daerah; dan 
c.	 Bagian Hukum. 

2.	 MengoorcUDlr: 
a.	 Sekretariat DPRD; 
b.	 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 
c.	 Dinas Komunikasi dan Informatika; 
d.	 Dinas Kehutanan; 
e.	 Inspektorat; 
f.	 Badan Lingkungan Hidup Daerah; 
g.	 Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa; 
h.	 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; 
i.	 Satuan Polisi Pamong Praja; 
j.	 Kecamatan; 
k.	 Sekretariat KPUD; dan 
1.	 Badan Pertanahan Nasional, 

b.	 ASISTEN BIDABG PEREKONOMIAN DAB 
PEMBABGUNAN : 
1.	 Membawabi : 

a.	 Bagian Perekonomian; dan 
b.	 Bagian Pembangunan dan Sumber Daya Alam. 

2.	 MengoorcUDJr: 
a.	 Dinas Perhubungan; 
b.	 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Usaha Kecil 

Menengah; 
c.	 Dinas Perdagangan dan Pasar; 
d.	 Dinas Pertambangan dan Energi; 
e.	 Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan 

Hortikultura; 
f.	 Dinas Peternakan; 
g.	 Dinas Kelautan dan Perikanan; 
h. Dinas Perkebunan;
 
I, Dinas PekeIjaan. UID.UID.;
 

J.	 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan; 
k.	 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 
1.	 Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan 

Terpadu; 
m.	 Badan Ketahanan Pangan; 
n.	 Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan 

dan Kehutanan; 
o.	 PDAM Tirta Jasa; 
p.	 Kantor BPS; dan 
q.	 Kantor PLN. 



c.	 ASISTER BIDAllG KESEJAHTERAAl'f RAKYAT: 
1. Membawahl : 

a. Bagian Kesejahteraan Sosial dan Kemasyarakatan; 
dan 

b.	 Bagian Bina Mental Spritual, 

2.	 Meagoordlnlr: 
a.	 Dinas Pendidikan; 
b.	 Dinas Pemuda dan Olahraga; 
c.	 Dinas Kesehatan; 
d.	 Dinas Sosial; 
e.	 Dinas Tenaga KeIja dan Transmigrasi; 
f.	 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga 

Berencana; 
g.	 Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hi. BOB BAZAR, 

SKM 
h.	 Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 
i.	 Kantor Kementerian Agama; dan 
j.	 Badan Narkotika Nasional. 

d.	 ASISTER BIDAllG ADMlNlSTRASI UMUM 
1.	 Membawahl: 

a.	 Bagian Organisasi; 
b.	 Bagian Umum dan Protokol; 
c.	 Bagian Tata Usaha Keuangan; dan 
d.	 Bagian Perlengkapan. 

2.	 Mengoordlnlr: 
a.	 Dinas Kebersihan dan Pertamanan; 
b.	 Dinas Pendapatan Daerah; 
c.	 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan; 
d.	 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; 
e.	 Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah 
f.	 Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten Korps 

Pegawai Republik Indonesia; 
g.	 Kantor Samsat; 
h.	 Kantor Pelayanan Pajak; 
1.	 Kantor Pos dan Giro; dan 
j.	 Pr. Bank Lampung. 

Paul 3 

Penyusunan dan pelaksanaan program baik jangka pendek, 
menengah maupun jangka panjang Sekretaris DPRD, Kepala 
Dinas Daerah, Kepala Lembaga Teknis Daerah, Kepala 
Lembaga Lain dan Camat wajib melaksanakan Koordinasi 
dengan Asisten Sekretaris Daerah sesuai dengan bidangnya 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. 



Paaal 4 

Bagan Struktur Organisasi pelaksanaan koordinasi 
Pemerintah Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V dan 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

BABW 

KETENTUAK PERALIHA1'I 

Paaal 5 

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka : 

a. Pasal 121 dan Lampiran I sampai dengan lampiran V 
Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 44 Tahun 2008 
tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata KeIja Sekretariat 
Daerah Kabupaten, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten dan Staf Ahli Bupati Lampung Selatan; 
dan 

b.	 Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 35 Tahun 
2013 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Bupati 
Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2013 tentang Fungsi 
Koordinasi Para Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten 
Lampung Selatan Terhadap Perangkat Daerah dan 
Instansi Vertikal di Daerah, 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

BAS IV 

KETENTUAK PENUTUP 

Paaal 6 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan. 

Ditetapkan di Kalianda 
pada tanggal ?O t: ~\'I'V<>o.r" 2015 

BUPATI LAMPUNG SELA.TAK, 

RYCK MENOZA SZP 

Diundangkan di Kalianda 
pada tanggal ;1.0 ~.alolrtJu" 2 

SEKRETARIS DAERAH KABUP1 

5 
LAllPUNG SELATAR, 

BERITA DAERAH UPATEN LAMPUNG 8ELATAK TAIIUN 2015 NOMOR
 



-------------------------------------

I 

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN BAGAN ORGANISASI PELAKSANAAN KOORDINASI 
NOMOR :	 TAHUN 2015

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 
TANGGAL :	 2015 

IIf8TAIlS! 
VERTIKAL 

1.	 STAF AHU SUPAn BIDANCl 
PEhlERlNTAlIAN, HUKUM DAN POLtT1K 

2.	 BTAF AHU SUPAn BIDANG 
KEMASYARAKATAH DAN 
SUMBER DAYA MANUSIA 

3.	 STAF AHU BUPATI BTDANCl EKONOMI 
DAN PEMBIJ(OUNAN 

4.	 STAFAHLISUPATIBIDANO KEU~ 

---------. 

I 
AIII8TIIlII BIIIAIIGA1118TE1l' BmAl'lO 

BUPATI
 
WAKIL BUPATI
 

SEKRETARIS
 
DAERAB
 

PSIlBKOlfOIlLU DAJlI'BIIIIAJIQVllAIIJ'EMBIlTNTAIlAl'I Kll:8&JABTERAAI!IIlAKYAT 

-----------------------------.-.-.-_.-	 .[ 

._-----------_.	 --­---------------------~---,, 
INBPBKTORAT 

JISI8TBJI BIDAIIO 

1.Bagian 
PemerintahaD 

2.Bagian 
0!Dngm; 
DBerah 

3. Bagian Hultum 

, I :	 I 
M""llOO"Iinir. 1. Ilagian Mengoordinir: 
L Sekretariat DPRD L	 Dina Perhubunpn 1.Bag;anPerekonomian 

2.	 Dinaa Koperalli, Keaejahteraan2.	 Dina. 
Perinduetrian danKepmdudukan SoAial dan2. Ilagian K=eoyara.UKMdan Pencatatan P<mbangunan 3.	 Dma. PerdaganganSipil bien

dan Sumber dan Paeer
 
dan [nformatika
 

3.	 Dina. Komunikasi 
Day&AIam 4.	 DU1ae Pertambenpn 2.Bagjan Bina 

dan Energi4.	 Dina. Kehutanan Mental Spritu8.1 
5.	 DU1ae PertaniBn TPH5.	 lnepektorat 
6. DiJuIe Petemskan
 

Lingkunpn Hidup
 
6.	 Bad"" 

7. DU1ae KelBuw> dan
 
Dureh
 Perikanan 

8. DU1ae Perkebunan
 
Pembenlayaen
 

7.	 Bedan 
9. DU1ae Pekerj....,
 

MBByanltat DeBs.
 Umum 
10. Dinaa PariwiRta dan
 

Ilangee dan
 
8.	 Badan Keeatuan 

Kebudayaen 
11. BappedaPolitilt 
12. Badan Penanaman
 

Pamons Praja
 
9.	 Satuan Pol:illi 

Madal dan Polayanan
10. _tan Pariztt>an Torpedu 

13. 8Bdan Ketehanan 11.	 Sekr'etariat KPUD 
1:2. Badan Pertanahan P­

14. Badan Pelakeana 
Penyuluhan

Nallional 

_.Peril<anan 

dan Kehutanan 
15. PDAM TIrta Jaes. 
16. Kantor BPS 
17. Kantor PLN 

, 
Mengoordinir: 
I.Dinu Pendidikan 
2.Dinu Pemuda dan 

Olahtap 
3.Dinaa Keeebatan 
4.DinaI S08ial 
5.Dinu T..... Kaj. 

dan TranamigrBa; 
6.B8dMl Pembetd&yaan 

Pereapuen den 
Keluarp Beren.cana 

T.RSUD Dr. Hi. BOB 
BAZAR, SKM 

S.BPBD 
9.Kantor Keaumterian 

Agema 
10. Baden NarkotikaN_ 

KABUPATER 

I 
AlllIITBII BlDAl'IO 

ADIIDIISTRASI tJlIUI( 

I 

LBagjan 
Orpnilui 

.Bagian Umum. 
dan Protokol 

.B8gian Tata 
UBBhaKeUBngBn 

.Bagian
 
l"'rlenlll<apan
 

, 
Mengoon:linir: 
I.	 Dinas Keberaihan dan 

Pertamanon 
2.	 DinaI Pendapatan 

Deerab 
3.	 Badan Kepegawaian. 

Pendidikan dan Latihan 

1. Bagian Umum 
2. Bag;an Peeundeng­

undanpn 
3. Bag;an KeUBDg/Ul 
4. Bag;an RisaJah dan 

PonUdansan 

DPRD 

B&KRETARIAT 
DPRD 

------,,, 

[ 

4.	 Baden PeDgeIoIa 
Keuanpn dan Aset 
Daenh 

5.	 Baden Perpuatakaan 
dan Anip Deerah 

6.	 SekmBrist Dewan 
Pengurue Kabupaten 
KORPR1 

7.	 KantDr Sam.at 
8.	 KsntDr Pelayanan Pajak 
9.	 KantDr Pas dan Gim 
10. PT. Bank Lampung 

BUPATI LAllI PUlIGBELA' , 

:ROZA BZP ~ 



• •

--------------------------------

BAGAN ORGANISASI PELAKSANAAN KOORDINASI 
ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN lAMPUNG SELATAN 

LAMPIRAN D :	 PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN 
NOMOR : TAHUN 2015 
TANGGAL : 2015 

-.------------------_.-------------_.­BUPATI 
VERTIKALI	 tmoT'" WAKIL BUPATI 

, A SEKRETARIS DAERAHr--	 - - - - - - - - - - - - - - - - - ­

____ MaMa_aM_a·, ---------------------T--­,, ,, 

ASISTEl'I BmANG ursPEKTORATSTAF AHLJ BOPATI 
PBMERJllTAJIAN 

-------.-------_._-------- .. 

Sekretariat DPRD	 Baden Kesatuen Bangsa danBagian Pemerintahan 
PaUlikII	 I 

Dinas Kependudukan dan	 Satuan Polioi PamongBagian Otonomi Daerah Pencatatan Sipil	 Pr'liaI II 

Dina. Komunikasi dan	 KecamatanBagian Hukum Informatil<a I I 

~ __~ Lnnas Krhutanan I ~ -- f	 ISekretsriat KPUD 

•	 ,, 

~--~ blspektorat I ~ __ { BaIlan Pertanahan Naaiaoal I 
•
L_~ Badan Lingkungan Hidup I 
I	 Daerah 

t Badan Pemberdayaan,	 ~ I- - Masyarakat Ilesa 

DPRD 

·------------1 
• 

SEKRETARlAT 
DPRD 

1.	 Bagian Umum 
2.	 Bagian 

Perundang­
undangan 

3.	 Bagian 
Keuangan 

4.	 Bagian Risalah 
dan Persidangan 

l?rinr.KOZA SZP RYI 



--------------------------------------

-------------------------

BAGAN ORGANISASI PELAKSANAAN KOORDINASI 
ASISTEN BIDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 
SEKRETARlS DAERAH KABUPATEN IAMPUNG SELATAN 

------------------------------- BUPATI 
I DlSTAJfBI ~ VBRTIKAL WAKIL BUPATI 

I 

BEKRETARIB DAERAH ,~---------------------,,, 
A818TE11' BIDAlIG PERBKOIIOIIIIAII

STAIi' AHLI BUPATI 

Bagian Perekonomian 

'-- Bagian Pembangunan dan 
Sumber Daya Alam 

DAR' PBIIIlAROONAII 

I ~ ________._____________________ 
Din.. PerhubunganI ~--i I 

Dinas Koperasi, Perindullttian,~--~ danUKM 

, 1 Dinas Perdagan,gan dan Pasar I 
f--1 IDin•• Pertambangan dan Energi 

~ _• Dinas Pertanian Tanaman , 1	 I: Pangan dan Hortikultura 

~ --1	 IDina. PeterDakan , 
f--1	 IDin88 Kebmtan dan Pmkanan 

LAMPlRAN 1lI	 PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN 
NOMOR : TAHUN 2015 
TANGGAL : 2015 

------._-----­,,, 

I118PEKTORAT 
KABUPATER 

~ --i	 I ~ --i I
Dinas Perkebunan Kantor PLN 

~ -- ~ Dina. PekeIjaan Umum I 
L--~ Dinas Pariwisata !Ii Kebudayaan I 

------1	 IJ)1'JlI) 

BAPPEDA

I 
I 

Badan Pmanaman Modal dan 
Pelayanan Peri:linan Terpadu , 

~ --i Badan Ketahanan Pangan I ,, 
I 8adaD ~lakMma Pen.yu1uhan 
~ - - Pertanian. Perikansn, dan 
: Kehutanan , 

----------11, 

BBKRETARIAT 
DPRD 

l.	 Bagian Umum 
2.	 Bagian 

Perundang­
undan~ 

3.	 Bagian Keuangan 
4.	 Bagian Risalah 

dan Persidangan 

~--j	 IPDAMTUtaJaaa 

1--1	 IKanrorBPS 
,	 BUPATI LUlPUlfG BELAT. 



BAGAN ORGANlSASI PELAKSANAAN KOORDINASI LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN 
ASIS1'EN BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT NOMOR : TAHUN 2015 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN IAMPUNG SELATAN TANGGAL : 2015 

-------------~ El~Jl1rI DPRD 
WAKIL ElUPJlTI 

I == r----------------- ­
I I I 

8BKRETARIS DABRAHr-----··-------------­,
I I I I ~----------------.-------------------------1n_.n, ,, ,, 

I I : I I 

ASISTER BmAlfO IRSPBKTORA.TSTAF AHLI SUPA.TI 
KESEJAHTERAAN RAKYAT 

,I
,

~---------------------------------, 

: ~ D' Pendidikan I: ~ &dan Pembemayun Perompuan I~ __ mas } __ dan Keluarga Berencanaf---l Bagian Kesejahteraan , ,, ,Sosial dan Kemasyarakatan , , 
1. Bagian Umumr--~ Dina. Pemuda dan Olohraga I ~ __ ~ RSUD Dr. Hi. BOB BAZAR, SKM I

'----l Bagian Bina Mental 2. Bagian , , Perundang­
undangan 

Snritual 

: __ ~ Din... xeeehetan I i ~ Badan PenonguIangan I 3. Bagian Keuanganr r-- BencanaDaerah 
4. Bagian Risalah 

I Dinas Sosial : dan Persidangan: ~ I :f-- i-- ~ IKantor Kemenrerian Agama 

SItKRETARlAT 
DPRD 

U: ~ I'Dinall Pariwioata dani Kehudayoan ~ __ ~ Badan Nar1mtikaNasional I-

~--i Dinao Tenap. Kerja dan I
Tranomigrasi 



•• 

LAMPlRANV	 PERATURAN BUPATI lAMPUNG SElATAN 
NOMOR : TAHUN 2015 
TANGGAL : 2015 

BAGAN ORGANlSASI PELAKSANAAN KOORDINASI 
ASISTEN BlDANG ADMINISTRASI UMUM 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SElATAN 

~~
 

r--------------------J 
I 

Bagian Organisasi 

Bagian Umum dan Protokol 

Bagjan Tata Usaha KeuanganH	 I 
L­ Bagi.an Perlengkapan 

BUPATI~-------~-----------------------
WAKIL BUPATI 

I r 
,-------	 , SEKRETARIS DABRAH 
,

----------------~_._-~--~---_._----------------,, ,, ,, 

ASI8TElI BIDARG IRSPEKTORATSTAI' AllLI BUPATI 
ADMII08TRASI UMU1I 

~------------------------------
:	 1 Din.. Kebesihan dani - - Pertamanan , 
~ --i Dina. PeDdapatan Daerah 

l--I Badan Kepcgawmn. Pendidikan1 dan Lafihan 

i
I	 

J Badan Pengelola Keuanganr--1 dan Aset Daerah 

: i Badan Perpuatakaea dan Arapr-- D~ah ,,
L__ J Sekretariat Dewan Pengun1.

I Kabupaten KORPRI 

~
 
: Kantor Semsatj	 I
r­
,~===~ 
~ - ~ Kantor Pelayanan Psj at< I 

i I ~tor Po. dan Gir~ I 
.-. . , 

i I~========~I
 
~ -1 PI'. Bank LampullJ 

DPRD 

------------,

8EKRETARIAT 
DPRD 

1.	 Bagian Umum 
2.	 Bagian Perundang­

undangan 
3.	 Bagian Keuangan 
4.	 Bagian Risalah dan 

Persidangan 

~.ur, 


